
 
 

 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 
  PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR   20  TAHUN  2024 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Nomor....... Tahun 2024 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 
 

Mengingat   : 1. 

 
 

 

 

Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 
 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
 

 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2024 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6914); 

 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

 

 
 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6793); 



 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6523); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6057) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 6178); 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 6322); 

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6881); 

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 



 24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah degan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor547); 

 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2017 Nomor 1067); 

 28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 

2018 Nomor 868); 

 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2018 Nomor 1213); 

 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  1891); 

 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah 

Kabupaten/Kota  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor  1619); 
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi dan 
Kabupaten/Kota  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor  158); 

 33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  68); 

 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  1781); 

 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  1419); 



 36. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor  677); 
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016  Nomor 18); 

 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

 39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05             

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2022  Nomor 05 ); 

 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02             

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Tahun 2023  Nomor 02); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

 
Pasal 1 

 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran  2023 terdiri atas : 

 

1. Pendapatan   

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp 196.136.238.928,38 
 b. Pendapatan Transfer   

  1) Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat 

Rp 1.826.894.762.966,00 

  2) Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 108.632.101.105,00 

 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 0,00 

 Jumlah Pendapatan Rp 2.131.663.102.999,38 
 

     

2. Belanja   
 a. Belanja Operasi   

  1) Belanja Pegawai Rp 819.359.372.551,67 

  2) Belanja Barang dan Jasa Rp 445.583.187.092,82 

  3) Belanja Subsidi Rp 0,00 
  4) Belanja Hibah Rp 234.335.347.242,48 

  5) Belanja Bantuan Sosial Rp 3.354.771.769,00 

  Jumlah Belanja Operasi Rp 1.502.632.678.655,97 
   

 

  



 b. Belanja Modal   
  1) Belanja Modal Tanah Rp 0,00 

  2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 21.093.974.539,00 

 
  3)  Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 67.753.207.114,85 

  4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 

Rp 87.181.542.397,87 

  5) Belanja Modal Aset Tetep Lainnya Rp 12.813.646.335,00 
  Jumlah Belanja Modal Rp 188.842.370.386,72 

     

 c. Belanja Tidak Terduga   
  Belanja Tidak Terduga Rp 34.370.000,00 

  Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp 34.370.000,00 

     
 d. Belanja Transfer   

  1) Belanja Bagi Hasil Rp 0,00 

  2) Belanja Bantuan Keuangan Rp 404.681.881.795,00 
  Jumlah Belanja Transfer Rp 404.681.881.795,00 

  

Jumlah Belanja 

 

Rp 

 

2.096.191.300.837,69 

  
Surplus/Defisit 

 
Rp 

 
35.471.802.161,69 

    

3. Pembiayaan   
 a. Penerimaan Pembiayaan Rp 54.212.616.892,36 

 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 2.000.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 52.212.616.892,36 
  

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun 

Berkenaan 

 

Rp 

 

87.684.419.054,05 

 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal 4 

 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dalam Lampiran I.I Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

 
 

 



Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 

Timur. 

 

 
Ditetapkan di Sukadana  

pada tanggal 19 Juli 2024 

 
BUPATI LAMPUNG TIMUR 

 

ttd 
 

 

M. DAWAM RAHARDJO 
 

 

 

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal  19 Juli 2024  

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

 

ttd 
 

MOCH. JUSUF 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 20  

 

 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 

  Kepala Bagian Hukum, 
 

                               ttd 
 

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M 
  Pembina Tk.I / IV.b  

NIP. 19780516 200312 2 006 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


